
SALINAN

PROVINSI LAMPUNG

Mengingat  : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten

Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3452);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 9 

TAHUN ANGGARAN 2017

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 

  BUPATI LAMPUNG BARAT                                                                                   

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

Keuangan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400); 

BUPATI LAMPUNG BARAT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagai

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

.

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT 
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun

2012 Nomor 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor  4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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Menetapkan :

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2017  sebagai berikut:

1 Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah ……………………………………...…….40.762.648.805,00Rp        

b. Dana perimbangan  ……………………………………….............574.654.740.000,00Rp      

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 157.855.718.594,00Rp      

Jumlah Pendapatan ……………………………………………………………...………..773.273.107.399,00Rp       

2 Belanja

1) Belanja pegawai ………………….……...………………………............ 289.851.919.452,00Rp      

2) Belanja bunga  …………………………………………………………............-Rp                                

3) Belanja subsidi ……………………………………………………............-Rp                                

4) Belanja hibah  ………………………………….…………………………............20.706.901.500,00Rp        

5) Belanja bantuan sosial ………………………………………….............100.000.000,00Rp            

6) Belanja bagi hasil  ………………………………………………….............809.298.600,00Rp            

7) Belanja bantuan keuangan  123.288.113.683,00Rp      

8) Belanja tidak terduga …………………………………………..............742.968.753,00Rp            

Jumlah Belanja Tidak Langsung ……………………………...…………………..435.499.201.988,00Rp       

1) Belanja pegawai …………………………………………..............45.635.474.610,00Rp        

2) Belanja barang dan jasa  …………………………………..............153.981.513.696,00Rp      

3) Belanja Modal …………………………………………………..............146.656.917.105,00Rp      

Jumlah Belanja Langsung ……………………………………..…………………..346.273.905.411,00Rp       

Jumlah Belanja ………………………………………..……………………………………...…781.773.107.399,00Rp       

Surplus (defisit) …………………………………..……………………………………………...….(8.500.000.000,00)Rp          

3 Pembiayaan 

a. Penerimaan ………………………………………………….............10.000.000.000,00Rp        

b. Pengeluaran  ………………………………………………………….1.500.000.000,00Rp         

Jumlah Pembiayaan Netto………………………………..……………………………..……….8.500.000.000,00Rp           

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan………………………….. -Rp                                  

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun

2011 Nomor 7);

b. Belanja Langsung

a. Belanja Tidak Langsung 

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Ditetapkan di Liwa

pada tanggal 20 Desember 2016

Diundangkan di Liwa

pada tanggal 20 Desember 2016

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  TAHUN 2016 NOMOR  38

Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana 

Pasal 3

Pasal 2

Daftar  nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial sebagaimana   

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

Pasal 5

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto


